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Penelitian ini untuk mengetahui adanya faktor-faktor yang mempengaruhi antara 
kepatuhan pemilik usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tahun 2014 survey pada wajib 
pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Analisa penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif  dengan metode deskriptif. Responden dalam penelitian ini 
adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat meliputi 6 
Kecamatan (Ilir Barat I, Ilir Barat II, Bukit Kecil, Gandus, Sukarami, Kemuning). Data 
diperoleh dengan pembagian kuisioner kepada wajib pajak UMKM.Analisa data kuisioner 
menggunakan analisis regresi linier sederhana.Berdasarkan hipotesis menunjukkan bahwa 
faktor pemahaman wajib pajak, manfaat yagn dirasakan, kepercayaan terhadap aparat pajak, 
dan sosialisasi pajak yang mempengaruhi kepatuhan UMKM memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepatuhan UMKM dalam memiliki nomor pokok wajib pajak 
(NPWP).Kesimpulan bahwa UMKM berperan penting untuk perekonomian Indonesia dan 
berperan untuk mematuhi Peraturan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bahwa sebenarnya 
nomor pokok wajib pajak harus dimiliki dalam pelaksanaan pembayaran pajak. 
 




  This study was to determine the influence factors that affect the compliance of the 
owners of micro, small and medium enterprises (Survey on Micro, Small and Medium 
Enterprises registered taxpayers in Service Tax Office Palembang Ilir Barat). This study 
analysis using quantitative methods with descriptive methods. Respondents in this study is the 
taxpayer micro, small and medium enterprises registered in Service Tax Office Palembang Ilir 
Barat includes 6 sub-district (Ilir Barat I, Ilir Barat II, Bukit Kecil, Gandus, Sukarami, Alang-
alang Lebar).the obtained with the distribution of questionnaires to taxpayers in KPP Ilir 
BaratQuestionnaire the  analysis using simple linear regression analysis. Based on the 
hypothesis suggests that understanding the factors taxpayers, which perceived benefits, 
confidence in the tax authorities, and the socialization of taxes that affect compliance micro, 
small and medium enterprises have a positive and significant impact on compliance micro, 
small and medium entperises in having a tax number. 
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omor Pokok Wajib Pajak biasa disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan 
kepada Wajib Pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi  perpajakan yang 
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak 
dan kewajiban perpajakannya.  Dengan memiliki NPWP wajib pajak memperoleh manfaat 
langsung seperti sebagai pembayaran pajak dimuka (angsuran/kredit pajak) atas fiskal luar 
negeri yang dibayar sewaktu pajak pajak bertolak ke luar negeri, sebagai persyaratan ketika 
melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan sebagai salah satu syarat 
pembuatan rekening koran di bank-bank. Terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri 
untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua Wajib Pajak Orang 
Pribadi atau Wajib Pajak Badan yang memiliki omzet tidak melebihi Rp.4,8 miliar dikenakan 
PPh yang bersifat final sebesar 1% dari omzet. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak 
Badan yang memiliki Omzet tidak melebihi Rp.4,8 miliar namun tidak dapat menerapkan PP 
Nomor 46 Tahun 2013 adalah:  Wajib Pajak Orang Pribadi, yang menerima penghasilan dari 
usaha yang penghasilannya berasal dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas atau 
menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang (baik menetap atau tidak 
menetap) dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak 
diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.  Wajib Pajak Badan, yang menerima 
penghasilan dari usaha yang penghasilannya berasal dari jasa sehubungan dengan pekerjaan 
bebas, belum beroperasi secara komersial atau dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi 
secara komersial memperoleh omzet melebih Rp 4,8 miliar.  Selain itu, PP Nomor 46 Tahun 
2013 ini juga tidak berlaku apabila Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan yang 
menerima penghasilan yang telah dikenakan PPh yang bersifat final berdasarkan peraturan 
perpajakan yang sebelumnya. Jadi yang mempengaruhi UMKM dalam menaati kepatuhan 
pembayaran pajak berkurang dengan adanya peraturan pemerintah yang membuat PP 46 final 
tahun 2013 
Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pemilik Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah (UMKM) dalam memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Survey pada Wajib 
Pajak Pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu). Wike Puspasari Putri(2013)Nilai 
yang signifikan dari variabel pemahaman wajib pajak sebesar 0,012, manfaat yang dirasakan 
wajib pajak sebesar 0,010, kepercayaan terhadap aparat pajak 0,024 dan sosialisasi pajak 
sebesar 0,036. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel pemahaman wajib pajak, manfaat 
yang dirasakan wajib pajak, kepercayaan terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki 
NPWP. 
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang 
Pribadi di Kota Batu Dalam Memiliki NPWP (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Batu) Lizha Evadiar (2014) Hasil analisis pada uji t menunjukkan bahwa variabel 
kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan wajib pajak, sikap fiskus dan pemahaman 
peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib 
pajak. Tetapi hukum pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak.Hasil analisis pada uji F menunjukan bahwa kesadaran perpajakan, sikap rasional, 
lingkungan wajib pajak, hukum pajak, sikap fiskus dan pemahaman peraturan perpajakan secara 
simultan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.Dapat 
disimpulkan bahwa kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan wajib pajak, hukum pajak, 
sikap fiskus dan pemahaman peraturan perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara 
simultan. 
Pajak harus disesuaikan dan berdasarkan pendapatan seseorang wajib pajak. Oleh sebab 
itu, seorang wajib pajak harus selalu melaporkan pendapatan per bulannya dengan tepat watu 
sehingga akan membangun kesadaran wajib pajak untuk melakukan kewajibanya serta tanggung 
N 
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jawabnya sebagai wajib pajak yang patuh akan kewajibannya sebagai warga Negara yang taaat 
dalam membayar pajak. Administrasi pajak diduga sebagai penyebab rendahnya kesadaran dan 
tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia yang berdampak pada tidak optimalnya penerimaan 
pajak (Setiyaji dan Amir, 2005)  
 
Daftar UMKM yang terdaftar di KPP 
Pratama Ilir Barat dan Dinas
Perdagangan, Perindustrian dan
Koperasi
2010 2011 2012 2013 2014
28766 29512 30108 31344 32706
3707 4230 4721
4923 5037
Daftar UMKM dinas Koperasi Daftar UMKM yang terdaftar di KPP 
 
 
Gambar  1.1Daftar UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Ilir Barat dan Dinas 
Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Kota Palembang 
 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Teori Kepatuhan (Compliance Theory) 
Kepatuhan berasal dari kata patuh menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa 
Indonesia)patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada pemerintah atau aturan dan 
berdisiplin.Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan 
aturan. 
 
2.2 Pengertian Pajak 
 Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Soeparman (2015, h. 14) yaitu iuran wajib 
berupa barang atau uang, yang dipungut oleh penguasa (pemerintah) berdasarkan norma-
norma hukum, yang digunakan untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa 
kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. 
  
2.3 Pengertian Wajib Pajak 
 Menurut Wahyudi (2008, h.12) istilah Wajib Pajak (disingkat WP) dalam 
perpajakan  Indonesia  merupakan istilah yang sangat populer. Istilah ini secara umum bisa 
diartikan sebagai orang atau badan yang dikenakan kewajiban pajak.Dalam Undang-
undang KUP lama, istilah wajib pajak didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan yang 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan 
kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.Dari 
definisi ini kita dapat memahami bahwa wajib pajak ini terdiri dari dua jenis yaitu Wajib 
Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.Namun demikian, kriteria siapa yang harus 
menjadi wajib pajak ini tidak dijelaskan.Nampaknya kita harus melihat Undang-undang 
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2.4 Pengertian NPWP 
 Menurut Marsyahrul (2006, h.40), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  adalah 
nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan 
yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam 
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.   
  
2.5 Kewajiban untuk Memperoleh NPWP 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 diwajibkan mendaftarkan 
dan mendapatkan NPWP adalah : 
1.  Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah berdasarkan perjanjian pemisahan 
harta yang didasarkan keputusan hakim dikehendaki secara tertulis. 
2.  Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai tempat usaha tersebut di 
beberapa tempat 
3.  Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, bila 
sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi 
PTKP setahun 
4.  Wajib Pajak orang pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan untuk 
memperoleh NPWP.  
  
2.6 Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha 
Menurut www.pajak.go.id permohonan pendaftaran NPWP dapat  dilakukan dengan 
tiga cara sebagai berikut: 
1. Mendaftarkan diri secara online dengan sistem Aplikasi e-Registration melalui laman 
Direktorat Jenderal Pajak  
2. Mendaftarkan diri secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor 
Penyuluhan, Pelayanan, Konsultasi Perpajakan (KP2KP). 
3. Mengirimkan formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi melalui 
pos tercatat atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir ke KPP atau KP2KP yang 
sesuai dengan tempat tinggal atau kedudukan atau kegiatan usaha Wajib Pajak. 
 
2.7 Fungsi dan Manfaat NPWP 
Menurut Masyahrul (2006,  h.41), fungsi NPWP adalah : 
1.  Dipergunakan untuk mengetahui identitas wajib pajak yang sebenarnya, sehingga setiap 
wajib pajak hanya diberikan satu NPWP 
2.  Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan sarana dalam administrasi 
perpajakan 
3.  Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan karena yang 
berhubungan dengan dokumen perpajakan diharuskan mencantumkan NPWP 
Manfaat NPWP antara lain : 
1. NPWP adalah salah satu syarat pengajuan kredit di Bank. 
2. Pembuatan rekening koran di Bank. 
3. Pengajuan SIUP atau TDP. 
4. Pembuatan Paspor 
 
2.8 Pengertian UMKM 
Usaha produktif yang kekayaannya sampai 50 juta rupiah dengan pendapatan 
sampai 300 juta rupiah per tahun digolongkan sebagai Usaha Mikro. 
Usaha produktif yang nilai kekayaan usahanya antara 50 juta hingga 500 juta 
Rupiah dengan total penghasilan sekitar 300 juta hingga 2,5 milyar Rupiah per tahun 
dikategorikan sebagai Usaha Kecil. Sedangkan Usaha Menengah merupakan usaha 
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produktif yang memiliki kekayaan (modal) 500 juta hingga 10 milyar Rupiah dengan 
jumlah pendapatan pertahun berkisar 2,5 – 50 milyar Rupiah.  
 
2.9 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak 
Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010 h.138) mengatakan 
bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai sutau keadaan di mana Wajib 
Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. 
 
2.10 Hipotesis Penelitian 
H1.1 Faktor pemahaman wajib pajak  berpengaruhterhadap kepatuhan wajib pajak 
UMKM dalam memiliki NPWP 
H1.2  Faktor manfaat yang di rasakan wajib pajakberpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak UMKM dalam memiliki NPWP 
H1.3 Faktor kepercayaan terhadap aparat pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak UMKM dalam memiliki NPWP 
H1.4 Faktor sosialisasi pajak  terhadap kepatuhan pemilik wajib pajak UMKM dalam 
memiliki NPWP 
H2.  Pemahaman wajib pajak, manfaat yang dirasakan wajib pajak, kepercayaan 
terhadap aparat pajak serta sosialisasi pajak berpengaruh secara simultan terhadap 
kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memiliki NPWP 
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3. METODE PENELITIAN 
 
3.1 Desain Penelitian  
Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode deskriptif dan metode 
asosiatif untuk menggambarkan hasil penelitian untuk menjawab perumusan masalah 
mengenai gambaran masing-masing variabel yang diteliti penelitian ini dimaksudkan untuk 
menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik. Penelitian ini digunakan 
untuk menguji pengaruh Variabel X terhadap Variabel Y yang diteliti. Sehingga metode 
penelitian yang digunakan adalah metode verifikasi, metode verifikasi berarti menguji teori 
dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak. Dengan menggunakan 
metode verifikasi akan diketahui hubungan yang signifikan antara varaibel yang diteliti 
sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek 
yang diteliti. 
 
3.2 Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
kuantitatif.Teknik analisa ini digunakan ketika penelitian menyajikan setiap uraian 
informasi mengenai UMKM  dalam memiliki NPWP di KPP Pratama Palembang Ilir Barat  
 
3.3 Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang ada di Dinas Koperasi dan 
UKM Kota Palembang pada tahun 2014 sebanyak 12.619 UMKM. 
Teknik pengambilan sampel yang dipakai pada penelitian ini adalah probability 
sampling, dimana penulis menetapkan simple random sampling sebagai teknik 
pengambilan sampelnya, Pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 
teknik Slovin (Umar, 2005, h.6 dalam Singgih dan Bawono, 2010, h.22) diperoleh ukuran 
sampel sebanyak 100 Wajib Pajak UMKM dari 12.619 Wajib    Pajak. 
   Sampel dalam penelitian ini menggunakan Rumus Sampling Cluster UMKM 
yang terdaftar di 6 Kecamatan yaitu Ilir Barat I sebanyak 19 UMKM, Bukit kecil sebanyak 
13 UMKM, Ilir Barat II sebanyak 15 UMKM, Gandus sebanyak 6 UMKM, Sukarami 
sebanyak 37 UMKM, Alang-alang Lebar sebanyak 10 UMKM. 
 
Tabel  1.  Data UKM 6 Kecamatan 
(Sesuai dengan KPP Pratama Palembang Ilir Barat) 
Tahun 2014 
No Kecamatan Unit Usaha Total Unit Usaha Mikro Kecil Menengah 
1 Ilir Barat I 391 1.677 360 2.428 
2 Bukit Kecil 318 1.096 244 1.658 
3 Ilir Barat II 356 1.300 281 1.937 
4 Gandus 131    483 102    716 
5 Sukarami 890 3.074 671 4.635 
6 Alang-alang Lebar 211    838 196 1.245 
 Jumlah 2.297 8.468 1.854 12.619 
Sumber : Dinas Koperasi Kota Palembang, 2014 
 
3.4 Jenis Data 
Jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dimana 
peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan data UMKM yang 
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terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat serta UMKM yang terdaftar di Dinas 
Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Palembang. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Dalam prosedur pengumpulan data pada peneliti ini menggunakan teknik 
pengumpulan data observasi, kuisoner dan dokumentasi. Dimana pengumpulan data 
dengan melakukan pengamatan langsung pada objek subjek yang diteliti, dan data yang 
dikumpulkan berupa catatan tertulis tentang berbagai kegiatan. Data-data tersebut berupa 
kepatuhan UMKM dalam memiliki NPWP yang diperoleh dari daftar register KPP Pratama 
Palembang Ilir Barat  
 
3.6 Teknik Analisis Data 
Skala Likert dikatakan interval jika pernyataan sangat setuju mempunyai tingkat atau 
provensi yang lebih tinggi dari netral.Teknik analisis data yang digunakan adalah software 
SPSS 17. 
 
3.7 Pengujian Hipotesis Penelitian 
Adapun beberapa teknik analisis yang digunakan dalam penelitian kuantitatif : 
1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 
a.   Uji Validitas  
Uji validitas digunakan untuk menilai apakah instrumen alat ukur tersebut telah 
sesuai dengan fungsinya.Priyatno (2014, h.) mengatakan item dapat dikatakan valid 
jika adanya korelasi yang signifikan dengan skor totalnya, hal ini menunjukkan 
adanya dukungan item tersebut dalam mengungkap suatu yang diungkap. 
b.   Uji Reliabilitas 
Menurut Sanusi (2011, h.81) reliabilitas dilakukan terhadap butir pertanyaan yang 
sudah valid. Ada beberapa cara yang dapat digunakan  untuk menghitung reliabilitas 
instrumen yang sering digunakan, antara lain dengan cara pengukuran ulang dan 
belah dua.   
2. Statistik Deskriptif  
Pada hakikatnya, statistik dibedakan menjadi dua yang pertama ialah Statistik Deskriptif 
dan yang kedua ialah statistik inferensial. Menurut Sanusi (2011, h.116) statistik 
deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara 
mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya 
tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. 
Sedangkan statistik inferensial atau disebut juga dengan statistik induktif atau statistik 
probabilitas, merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel 
dan hasilnya diberlakukan untuk pengambilan kesimpulan tentang karakteristik 
populasi.Teknik ini cocok dilakukan dari pengambilan sampel yang bersifat acak/ 
random. 
3. Uji Asumsi Klasik  
Uji asumsi klasik merupakan cara untuk mengetahui apakah model regresi yang 
diperoleh dapat menghasilkan estimator linier yang baik. Jika telah memenuhi asumsi 
klasik, berarti model regresi ideal (tidak bias). 
a. Uji Normalitas Residual 
Menurut Priyatno (2014, h.90) uji normalitas pada model regresi digunakan untuk 
menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal 
atau tidak.Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang 
terdistribusi secara normal. 
b. Uji Multikolinieritas 
Artinya antarvariabel independen yang terdapat dalam model regresi memiliki 
hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna (koefisien kolerasinya 
tinggi atau bahkan 1).Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi 
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sempurna atau mendekati sempurna di antara variabel bebasnya.Konsekuensi adanya 
multikolinieritas adalah koefisien kolerasi tidak tertentu dan kesalahan menjadi 
sangat besar (Priyatno (2014, h.99)). 
c. Uji Heterokedastisitas 
Menurut Wiyono (2011, h.160) uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui 
ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heterokedastisitas, yaitu adanya 
ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. 
Pengujian Hipotesis dalam penelitian ini dapat diuji dengan: 
1. Uji t (Parsial) 
Uji t digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh variabel independen yang diteliti 
signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. 
Menentukan Hipotesis 
Ha1.1  Terdapat faktor-faktor yang berpengaruh  secara signifikan terhadap kepatuhan 
Wajib Pajak UMKM dalam memiliki NPWP 
Ha1.2  Terdapat Pengaruh faktor yang signifikan antara manfaat yang di rasakan Wajib 
Pajak terhadap kepatuhan UMKM dalam memiliki NPWP 
Ha1.3 Terdapat pengaruh faktor yang signifikan antara kepercayaan terhadap aparat 
pajak atas kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP 
Ha1.4 Terdapat pengaruh faktor yang signifikan antara sosialisasi pajak terhadap 
kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP 
2.   Uji F (simultan) 
 Uji F digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel-variabel independen 
(Pemahaman Wajib Pajak, manfaat yang dirasakan Wajib Pajak, kepercayaan terhadap 
aparat pajak dan sosialisasi pajak) menjelaskan variabel dependen (Kepatuhan UMKM 
dalam memiliki NPWP) dalam model yang diuji, dengan menggunakan tingkat 
signifikansi α = 0,005. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Uji Normalitas 
Hasil Uji Kolmogrov Smirnov 
One SampleKolmogrov-Smirnov Test 





























Absolute .183 .153 .185 .176 .106 
Positive .183 .153 .185 .176 .106 
Negative -.091 -.122 -.124 -.099 -.106 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.157 .965 1.171 1.112 .672 
Asymp. Sig. (2-tailed) .138 .310 .129 .169 .758 
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a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 17, 2015 
 
  Besarnya nilai Kolmogrov-Smirnov pada variabel pemahaman Wajib Pajak adalah 
1.157 dengan signifikansi sebesar 0.138 (0.138 > 0.05) maka dapat disimpulkan bahwa 
data berdistribusi normal, manfaat yang dirasakan sebesar 0.965 dengan signifikansi 
sebesar 0.310 (0.310 > 0.05) maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal, 
kepercayaan terhadap aparat pajak adalah sebesar 1.171 dengan signifikansi sebesar 
0.129 (0.129 > 0.05) maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal, sosialisasi 
pajak adalah sebesar 1.112 dengan signifikansi sebesar 0.169 (0.169 > 0.05) maka dapat 
disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 
.672 dengan signifikansi sebesar 0.758 (0.758 > 0.05) maka dapat disimpulkan bahwa 
data berdistribusi normal. 
 






Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.129 3.465  .614 .543 
Pemahaman Wajib Pajak .700 .165 .538 4.231 .083 
Manfaat Yang dirasakan Wajib 
Pajak 
-.359 .149 -.209 -2.416 .021 
Kepercayaan  terhadap aparat 
pajak 
.408 .133 .366 3.063 .054 
Sosialisasi Pajak .341 .158 .162 2.164 .038 
a. Dependent Variable: ABS_RESS 
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 17, 2015 
  Pengujian heterokedastisitas menggunakan teknik uji Glejser, dengan kriteria jika nilai 
signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka 
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T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.129 3.465  .614 .543 
Pemahaman wajib Pajak .362 .130 .230 2.790 .009 
Manfaat yang dirasakan 
Wajib Pajak 
-.359 .037 .017 -.163 .021 
Kepercayaan Terhadap 
Aparat pajak 
.408 .028 .082 -.786 .058 
Sosialisasi Pajak .341 .158 .162 2.164 .038 
a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK 




Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .924 .853 .831 1.352 
a. Predictors: (Constant), SOSIALISASI PAJAK, MANFAAT YANG DIRASAKAN 
WAJIB PAJAK, KEPERCAYAAN TERHADAP APARAT PAJAK, PEMAHAMAN 
WAJIB PAJAK 
 
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 17, 2015 
  Berdasarkan Tabel 4.13, diperoleh koefisien determinasi atau R Square 
adalah 0.853 artinya 85% variabel terikat yaitu pemahaman Wajib Pajak (X1), 
manfaat yang dirasakan (X2), kepercayaan terhadap aparat pajak (X3), dan 
sosialisasi pajak (X4) variasinya dapat dijelaskan oleh variabel bebas kepatuhan 
Wajib Pajak (Y) dan sisanya 15% dijelaskan oleh variabel di luar yang tidak 
digunakan pada penelitian ini seperti kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib 
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Hasil Uji Hipotesis (Uji  F) 
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 360.648 5 72.130 39.47 .000a 
Residual 62.127 34 1.827   
Total 422.775 39    
a. Predictors: (Constant), SOSIALISASI PAJAK, MANFAAT YANG DIRASAKAN 
WAJIB PAJAK, KEPERCAYAAN TERHADAP APARAT PAJAK, 
PEMAHAMAN WAJIB PAJAK 
b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK 
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 17, 2015 
  Berdasarkan Tabel 4.14, diperoleh uji F (simultan) adalah 39.474 > 2,47 
artinya terdapat suatu hubungan yang signifikan dan berarti antara variabel 
independen pemahaman Wajib Pajak (X1), manfaat yang dirasakan (X2), 
kepercayaan terhadap aparat pajak (X3), dan sosialisasi pajak (X4) dan variabel 




Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1.  Hasil penelitian analisis ini membuktikan bahwa variabel faktor pemahaman Wajib Pajak 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
dalam memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Dikarenakan tingkat pemahaman seseorang 
yang memadai/tinggi berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang untuk melakukan 
tindakan atau mengambil suatu keputusan serta dalam melakukan tanggungjawabnya 
sebagai Wajib Pajak. 
2.  Hasil penelitian analisis ini menunjukkan bahwa variabel faktor manfaat yang dirasakan 
Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pemilik Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah dalam memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Hal tersebut dapat memotivasi 
seseorang untuk mengambil suatu tindakan/keputusan yang efektif dan efisien dengan 
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dikarenakan manfaat yang dirasakan Wajib Pajak 
pribadi dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat umum dari berbagai sektor yaitu dalam 
segi pembangunan Negara maupun fasilitas negara. 
3.  Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel kepercayaan terhadap aparat pajak berpengaruh 
signifikan terhadap kepatuhan pemilik UMKM dalam memiliki NPWP. Hal tersebut 
dikarenakan kepercayaan yang tertanam di dalam pribadi Wajib Pajak akan selalu melekat 
bila terdapat suatu kekonsistenan, transparansi dari aparat pajak mengenai penerimaan dan 
pelaporan pajak serta realisasi penggunaan pajak untuk pembangunan di berbagai sektor 
sehingga hal tersebut dapat memotivasi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
untuk memiliki dan  mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok 
Wajib Pajak. 
4.  Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel sosialisasi pajak berpengaruh signifikan 
terhadap kepatuhan pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam memiliki Nomor 
Pokok Wajib Pajak. Hal tersebut diperlukan untuk memotivasi Wajib Pajak UMKM 
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mengetahui lebih dalam, detail dan terinci dalam pengertian dari memiliki NPWP serta 
fungsi dari NPWP.  Dikarenakan sebagian Wajib Pajak kurang mengetahui dan memahami 





   Berdasarkan hasil dan pembahasan penulisan maka penulis memberikan beberapa saran 
berikut : 
1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak 
  Diharapkan Direktorat Jenderal Pajak memberikan pelatihan, penyuluhan ataupun 
sosialisasi mengenai perpajakan yang dapat menambah pemahaman bagi Wajib Pajak 
terhadap peraturan perpajakan dapat membantu meningkatkan kesadaran Wajib Pajak  
2. Bagi  Peneliti Lain 
          Pada penelitian-penelitian mendatang disarankan untuk menambahkan variabel-
variabel lain karena masih ada faktor-faktor lain seperti faktor kualitas pelayanan, kesulitan 
dalam prosedur pembuatan NPWP, faktor usaha/perusahaan yang  tidak mendukung, dan 
ancaman sanksi yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya yang dapat diteliti oleh peneliti  selanjutnya. 
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